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OUTLINE

Kerangka Ekonomi Makro (KEM)

Arah Kebijakan Fiskal

Pokok—Pokok Kebijakan Fiskal
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Landasan Hukum KEM-PPKF

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara

Pasal 8 : Dalamrangkapelaksanaaikekuasaarataspengelolaarfiskal Menteri Keuangamempunyaitugas
sebagaberikut: a.menyusurkebijakanfiskaldan kerangkaekonomimakro X

Pasal 13: PemerintahPusatmenyampaikarmpokokpokokkebijakanfiskaldankerangkaekonomimakrotahun
anggararberikutnyakepadaDewanPerwakilanRakyatselambatlambatnyapertengaharbulan Mei tahun
berjalan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 178:

PembicaraampendahuluardalamrangkapenyusunarmrancangarmPBNdilakukansegerasetelahPemerintah

menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada pertengahan bulan

Mei, yangmeliputi:

a. kerangkaekonomimakrodan pokokpokokkebijakanfiskaltahunanggararoerikutnyg

b. kebijakanumumdan prioritasanggararuntuk dijadikanacuanbagisetiapkementeriailembagadalam
penyusunarusulananggarandan

C. rincianunit organisasifungsi program,dankegiatan
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KERANGKA EKONOMI MAKRO

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Perekonomiar&slobal RertumbuhanEkonomjLajulnflasi Nilai
TukarRupiah SukuBungaSPN Bulan HargaMinyaklIndonesia
(ICP)Lifting Minyakdan GasBumi
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Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2017 dan Proyeksi 2018

2017 2018

Pertumbuhan Ekonomi

51 : 54-6,1

(%, yoy) :
Laju Inflasi

4,0 : 2,5-4,5
(%r YOY) E
Tingkat Bunga SPN-3 bulan

53 : 4,8-5,6
(%)
Nilai Tukar Rupiah

13.300 - 13.500-13.800

(Rp/USS) :
Harga minyak mentah Indonesia

45 : 45 - 60
(Us$/Barel) :
Lifting Minyak Bumi

815 : 771 - 815
(ribu barel per hari)
Lifting Gas Bumi

1.150 5 1.194 - 1.235

(ribu barel setara minyak per hari) %

LR o
------------------------------
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Perekonomian Global di Tahun 2018 Diproyeksikan Tumbuh Moderat
Namunbeberaparisikoeksternalmasihperlu diwaspadai

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%) Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara (%)
8,0
7,0 Negara 2015 2016 2017 2018
6,0
5.0 AmerikaSerikat 2,6 1,6 2,3 2,5
2o Eropa 2,0 1,7 1,7 1,6
Jerman 1,5 1,8 1,6 1,5
30 34 g1 385 3F Perancis 1,3 1,2 1,4 1,7
2,0 Italia 0,8 0,9 0,8 0,8
2,1 2,0 2,0 .
1,0 17 Inggris 2,2 1,8 2,0 1,5
0,0 Jepang 1,2 1,0 1,2 0,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 India 7’9 6,8 7’2 7’7
Dunia —Negara Maju  =a=Negara Berkembang Tiongkok 6,9 6,7 6,6 6,2
ASEAP 4,8 4,9 5,0 5,2
Sumber: IMF, WEO April 2017 Sumber: IMF, WEO April 2017
* Momentum pemulihan ekonomi ekonomi global terjadi di Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi prospek ekonomi global:
tahun 2017. « Proteksionisme perdagangan.
« Namun di tahun 2018, kenaikan pertumbuhan global hanya * Re-balancing ekonomi Tiongkok.
berlangsung moderat. * Penguatan dolar AS yang memicu pembalikan arus modal di

negara berkembang.
« Harga komoditas yang masih lemah.
* Risiko geopolitik seperti dampak dari Brexit.
* |su struktural di negara maju seperti penuaan populasi.

* Prospek ekonomi AS diperkirakan akan terus membaik,
namun kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan baru
masih belum dapat sepenuhnya dipastikan.
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Pergerakan Harga Komoditas Dunia yang Relatif Stagnan pada Tahun 2018
Mendorongmenurunnyaingkat inflasiglobal

Proyekspergerakarhargakomoditasdantingkat
YERSPETd J J Tingkatinflasidunia(%o, ratarata)

pertumbuhanvolumeperdagangamunia %
Sumber IMF, WEQApril 2017& World Bank 45 4.1 SumberIMF, WEQApil 2017
200 4,0 4.0 ’
35 34
35
150 3,0 3.0
\ v/\ .
100 SS====a, 2,0 2,0 :
“ proyeksi
\ ‘\ 1,5
e —
50 ‘-----.,---¢“"'""' 1,0 1,0
0,5
- 0,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018 T . .
« Pertumbuharekonomidi negaramajuyangmasihbelum
Pertumbuhan vol. Perdagangan Dunia 3.7 3.7 2.7 2.2 3.8 3.9 . - .
(%,YoY) RHS sustainablesertatren pelemaharpertumbuhandi Tiongkok
———.  HargaMinyak Mentah Brent 1085 989 524 440 563 559 berdampakpadahargakomoditasglobaldantingkatinflasi
(USS per barel) ]
Harga Minyak Mentah Rata-Rata 1041 96.2 50.8  42.8 55.0 60.0 dunia
=== (USS per barel) H
——  Horga Batware 846 701 57.5 659 700  60.0 « Tahun2018,hargakomoditassecaraumumakanbergerak
(S, metric ton)
— Commodity Agricultural Raw Material 136.1 138.8 120.1 113.3 121.2 120.9 Stagnaman CenderunngEIambat
Index (2005=100) . . . .. . .
— Commodity Metal Price Index 182.9 164.4 126.6 119.7 147.5 141.6 * TlngkaunflaSI dunIaJugadlproyekSIkamenurun
(2005=100)
7
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Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diperkirakan Meningkat

Pertumbuhan ekonomi 2018ebesab,6%

75 Pertumbuhan PDB 2016 - 2021
6,9

6,7
7,0 6.5

6,5
6,0
5,5
50 e
4,5
4,0
3,5
3,0

5153
4.9 50

Note: Outlook 20122021 merupakarhasilrapatinterdep20 Februar2017

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Outlook

2015 2016 2017 Proyeksi 2018
Konsumsi RT 48 50 50 51 51 54
Konsumsi Pemerinte 5,3 -0,1 46 48 3,8 4,3
PMTB 50 45 51 6,0 63 8,0
Ekspor 2,1 1,7 47 48 5,1 6,1
Impor -64 -23 3,8 41 45 5,5
PDB 4,9 50 51 53 5,4 6,1

* Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT:
a.Peningkatan daya beli masyaraka¢laluiupayamenjagastabilitas
hargadanalokasianggaranketahananpangan
b.BelanjaSosial masyarakatangsemakinefektif denganperbaikanskema
BelanjaPKHRastra KIPBelanjaKesehatan
c. Persiaparpelaksanaamsian GamedanPemiluPresiden

* Konsumsi Pemerintah:
a.Kebijakarmelanjadiarahkanuntuk mengatasketimpangan
b.Percepatardan perbaikanpolapenyeraparanggararpemerintah
c. PerbaikamolabelanjaPemerintahDaerah.
d.Dukungarpeningkatanrsumbersumberpenerimaamegara

* Investasi:
a.Pembangunamfrastruktur dasardanproyekfisiklainnyayang juga
terfokus padapemerataanantar wilayah
b.Pengadaamesin perlengkapardan peralatanindustribaru.
c. PenguatarCapexdari PasaiModal.
d.PeningkatarperanCapex BUMManperusahaarswasta
e.PeningkatarpenyaluranKMKdanKiI.

* Ekspor dan Impor:
a.Penambahamasareksporbaru.

» sudartermasukLNPRT  D-Peningkatan kerjasama bilateral untuk ekspor produk utama (bernilai
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Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas
mendorongkinerjasektorsektorkunci...

A Sektor pertanian perlu ditingkatkan melalui program
modernisasidan penerapanteknologitepat guna untuk
meningkatkarmproduktivitaspertanian

Pertumbuhan PDB (%)

Sektor Lapangan Usaha

m Outlook 2017 | Proyeksi 2018

. A Perlu pendalamanindustri berbasissumber daya alam
Pertanian, Kehutanan, dan

L. perikanan 3.3 3.4 35 36 40 denganhilirisasi
2. Pertambangan dan Penggalia 1,1 12 14 14 17 A Perlu menglor_ong |nvestz_:15| di sektor pertambangan
khususnyali bidangenergi
3. Industri Pengolahan 4,3 4,6 4,9 4,9 5,7 A Akselerasi pembangunan infrastruktur dan perbaikan
iklim investasiharusterus dilakukan
4. Konstruksi 5,2 6,2 6,6 6,7 7,6 P . . .. .
A Produktivitassektor jasa harus dijaga dan ditingkatkan
5. Perdagangan Besar dan Ecer 3,9 4,8 5,0 55 6,2 melalut
a. Sektor konstruksi,transportasi,informastkomunikasi
6. Transportasi dan Pergudanga 7,7 7,9 8,4 8,3 9,2 untuk mendukungefisiensisistemlogistiknasional
. o b. Mendorong perkembangan sektor jasa keuangan
7. Informasi dan Komunikasi 8,9 9.9 103 EECEEEE melalui kebijakan financial deepening & financial
inclusion
8. Jasa Keuangan dan Asuransi 8,9 9,8 10,0 10,1 11,0

PDB Nasional

Sumber : BPS, Bappenas & Kementerian Keuangan
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Konsumsi RT didorong oleh masyarakat menengah yang tinggi dan tingkat inflasi yang

stabil
... KonsumsLNPRTJugadiperkirakanmendukungkonsumsx

68,45% -

68,40% -

68,35% -

68,30% -

68,25% -

68,20% -

Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (LHS) rmm———— —— e
" - g
o ,a" Penduduk Usia Kerja
”~ (RHS)

Angkatan Kerja
(RHS)

68,15%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

- 210

- 190

- 170

- 150

- 130

- 110

- 90

70

Juta orang

8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

Q1

Q2

Inflasi dan Konsumsi RT

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 2016

mmm Kons RT (yoy, RHS}=—=Inflasi (yoy)

Dayabeli masyarakamenjadikunciutama, faktor yang mempengaruhpendapatandaninflasi
Perkiraan peningkatan golongan masyarakat menengah juga diperkirakan mendorong konsumsi
— Usia produktif yang tinggi diperkirakan akan masih berlanjut sehingga mendorong konsumsi RT
— Golongan kelompok menengah diperkirakan juga tetap meningkat sejalan peningkatan usia produktif
Stabilitas harga adalah faktor utama, terutama harga bahan pokok bagi masyayasatan

— Sekitar40% dari populasi berada pada kelompok miskin dan rentan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Konsumsi LNPRT juga diperkirakan mendukung kinerja konsumsi
— Asian Gamegilkadaserentak 171 daerah dan kegiatan sosial baik keagamaan maupun sosial lainnya

Q1

2017

5,1%

5,1%

5,0%

5,0%

4,9%

4,9%



Arah Kebijakan Pencapaian Sumber Pembiayaan Investasi
Xdiperlukankerjakerasuntukmendukung pembiayaamvestasi?0172018

2015 2016 2018*

5,4% 6,1%

Sumber Investasi

RpT Tumbuh Porsi RpT

Investasi P intah 291.2 8,2% 7,8% 315
nuestast Femernta 23% 8,6% 388 8,1% 9,0%
Perbankan 279.9 -20,6%0 55% 222
67% 8,2% 370 9,6% 10,7%
PasaModal 590.0 1,3% 14,8% 598
30% 17,2% 778 17,0% 17,1%
Capex BUMN 321.5 29,4%  10,3% 416
3% 9,5% 430 10,4% 10,8%
PMA PMDN 544.6 9,0%  14,7% 594
Internal Funds 13% 14,8% 670 15,9% 15,8%
0] 0
Korporasi&Lainnya 17208 9,9% 468% 1891 -1% 41,6% 1881 39,1% 36,6%
Total Rp3.782T Rp4.040 T Rp4.517 T Rp5.041T Rp5.171T

Pencapaiararget pertumbuhan2017dan2018diperlukaninvestasiyangbesardarisemuakomponen
baik PemerintahmaupunNon-Pemerintah
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Arah Kebijakan Pencapaian Sumber Pembiayaan Investasi
Xdiperlukankerjakerasuntukmendukung pembiayaamvestasi?0172018

Perbankan BUMN

U Padatahun2016, KMK dan KI tumbuh 7% dar {j Padatahun2017 dan 2018, semua BUMN harus
8,6% . Padatahun2017 KMK dan KI harus menghasilkan laba bersih
tumbuh 11% dari3%. (i Capex BUMNekurangny#arustumbuh

U Padatahun2018, KMK dan Kl harus tumbuh  sekurangnya 28 di 201 ®tlantumbuh 30% di
sekurangnya 13% ddb% 2018

Pasar Modal U Perlupenguatan setoran dividen dari anak

. . . h BUMN ke Induk
U IPOSahanmditahun 20172018 masingnasing perusahaan BU e Induknya

harus tumbuhsekurangnyd 0% dan 15% PMA PMDN
U Right Issuélitahun 2017 dan 2018 harus U Padatahun2017 & 2018, realisasi Investasi
tumbuh sekurangnya 18% dan 20% Langsung harus tumbuh sekurangnydatian
U Corporate Bondgli tahun 2017 dan 2018 juga 23%.
harus tumbuh sekurangnya 25%an27%. Investasi Pemerintah

U MendorongalokasibelanjaPemdauntuk
infrastruktur

12
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Prospek perkembangan ekspor 2018 diperkirakan akan membaik
didorong permintaan global terutama negara MTP.

Pertumbuhan Ekspor Indonesia
dan Permintaan Global (yoy)

7.0% 3.9%

6.0% 3.8%
5.0% 3.7% Kinerja ekspor meningkat walau masih pada tingkat harga
4.0% 3.6% yang tertahan
3.0% 3.5%  Pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama dan
».0% 3.4% permintaan global diperkirakan lebih baik dibandingkan
1.0% 3.3% dengan tahun 2017
0.0% 3.9% « Tren harga komoditas global yang sedikit melambat
Lo | 2012 203 20142015 2007 2018 | diharapkan mendorong permintaan.
-2.0% 3.0% )
o 0% Dukungan program terkait ekspor N
« Upaya pengembangan pasar nontradisional dan produk
Pert. Ekspor Barang dan Jasa Pert. Vol. Perdagangan Dunia man ufaktur
Pert. Ekonomi Mitra Dagang Utama (RHS) Pert. Ekonomi Dunia (RHS) ° Pengembangan ekSpor dari sektor UMKM melalui program
Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama (%, yoy) NIA
0 c
0 @ g & S & . . . .
2 g 83 5 _ > = é" z 2 = gc% Impor akan meningkat seiring perbaikan ekonomi

s 8828 8 g § S g < £Eo|lta|>= * Kebutuhan untuk investasi dan peningkatan produksi

TEcs38s5wnwesiegg |25 o dalam negeri

S o 0O24CF X DWOHEF O~ = - Peninak dab dal dan bahan bak
2016 [6,66,86,7422532281,62014181009 | 32 | 31 | 22 eningkatan terutama pada barang modal dan bahan baku
2017 |7,26,86,64531302723221,716120,8 3,4 3,5 3,8

2018 |7,76,96,24,7303328252619150,60,8
Sumber: BPS, WEO-IMF, World Bank, diolah

w
H
w
(<)]
w
((=]
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Inflasi tahun 2018 diperkirakan akan relatif terjaga pada kisaran 2,5 - 4,5 persen
Membaiknyasaranadan prasaranainfastrukturakanmendukungstabilnyapasokandanharga

Faktor-faktor yang mempengarubhi laju inflasi:

8,4 8,4

1. Lajuinflasiinti diperkirakanmengalamitren peningkatan
seiring dengan proyeksi membaiknya perekonomian
global peningkatan harga komoditas global, dan
peningkatan permintaan domestik Namun inflasi inti

53 6,8 49 7,2 55 53 44 5,0 4,7 4,0 4,0 -

2,5 masihdapatdijagapadatingkatyangrelatif rendah
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Target APBN Target APBN-P =@=Realisasi = = =Outlook 2. Gangguanklim yangmenimbulkantekananpadavolatile
Sumber Kementeriarkeuangan food diprediksirelatif minimaldi tahun2018

16,0%

IHK  ==Core Inflation Administered Price ===\/0latile Food ; .
14,0% 3. Pembangunan infrastruktur mendukung peningkatan
12,0% kapasitagroduksidan perbaikansistemdistribusi

10,0%

4. Kebijakanadministeredprice (harga diatur pemerintah
akan ditata implementasinya sehingga reformasi
struktural dalam rangka mencapai efisiensi ekonomi

2,0% 3,3% jangkapanjangdapattercapai

0,0%

S DA S ON PR ML TR s oo 0 s BomAa M 5 Pembenahanata niagakomaoditasvolatile food.

2015 2016 2017

8,0%

6,0%

4,0%

Sumber BPSdiolah
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] ? " KEMENTERIAN KEUANGAN RI




Rata-rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS Diperkirakan Mengalami Depresiasi
X gadakisaranRp 13.50013.800/US$ drahun2018

9.000

2012

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

13.392

13.500

13.800

13307 o @peerrsssil

Q Q Q

Q Qo (=] (=]

(=] Us] ] [Ta]

Q — o~ m

[#)] i — —
2013 2014 2015 2016 2017
Target APBN Target APBN-P  e=ff)==Realisasi eeeee

Outlook

13.500

2018

Rata-Rata 201534 4.Rata-Rata 2016:

Rp13.392/USD ~ Rp13B07/USDA—

Rata-Rata 2014:
Rp11.878/USP

Rata-Rata 2013:
Rp10.452/USD

10.000 Rata-Rata 2012:

Rp9:384/445D)

9.000

8.000
2012

2013 2014 2015
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2016

2017

Faktor-faktor yang mendorong penguatan nilai tukar rupiah:

a.Tingkatvolatilitasnilai tukar Rupiahtetap terjagapadatingkatyang
rendah

b.Kinerjaperekonomiamasionalyangrelatif lebih baik: akselerasi
proyekinfrastruktur), keberhasilarprogrampengampunarnpajak
terjaganyatingkatinflasi, danpenurunandefisittransaksberjalan

c.PenguatarekonomiAmerika yandperkontribusipositif dalam
kinerjaeksporindonesialcadangardevisg, serta

d.Masihberlangsungny&uantitative Easingangdiberlakukamnoleh
ECBlanBoJ

Faktor risiko yang diperkirakan membayangi pelemahan Rupiah :

a.PotensikenaikansukubungaThe Fediangdiperkirakanakan
dilaksanakarbeberapakalisepanjangahun2017-18.

b.PerbaikarekonomiASmendorongflight to qualitydalamjangka
panjang(estimasipertumbuhanPDBriil, tingkatinflasi danbunga
obligasilOYmeningkaj.

c.Kebijakarperdagangam\S dbawahpemerintahanbaru,
rebalancingekonomiTiongkok danketidakpastiarpermasalahan
geopolitik terutamaantaraASdenganKorea Utara.
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Rata-rata Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan Meningkat
Xdiperkirakandi tingkat 4,8-5,6 persendi tahun 2018

,0 5,0 6,0 6,2 55

2012 2013 2014 2015 2016

Target APBN Target APBN-P  ==ff)== Realisasi

7 Rata-rata Rata-rata
2014: 5,8 2015: 6,0

Rata-rata
5 2013: 4,5

Rata-rata
20127 3,2

2012 2013 2014 2015
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2017 2018

Rata-rata
2016: 5,7

2016 2017

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat suku bunga
SPN 3 bulan:

* Faktor Global

1.Kebijakarfiskalekspansitli ASmendorongpeningkatan
sukubungaacuanAS dperiodeke depansehingga
berpotensimemicutekananpadacapital flow.

2.Namundemikian dikarenakarkondisilikuiditasglobal
masihcukuptinggiakibatkebijakanquantitative easingli
Uni Eropadan JepangdampakkenaikanFFRliperkirakan
tidak sampaimemicuoutflow.

* Faktor Domestik

1.RisikokenaikansukubungaacuanASakanmemperkecil
ruangbagiBluntuk menurunkansukubungalebih jauh.

2.ImplementasberbagaipaketkebijakanPemerintahuntuk
meningkatkannvestasj mengendalikannflasi danmenjaga
kondisifiskalyangsehat

3.Sentimenpositif terhadapkebijakanfront loadingdan
peningkatanntensitaspenerbitanSPNsertadayaserap
pemodallembagadomestikyangrelatif meningkat

16



Rata-rata harga ICP 2018 diperkirakan sebesar US$45,0 — 60,0/barel

113 Perkembangan harga minyak mentah dunia

Padatahun 2017, harga minyak terlihat mulai meningkat
terutama disebabkan dampak kesepakatan pembatasan
kuota minyakoleh OPE(Qdiperpanjanghinggaakhir triwvulan

| 2018 danpeningkatanpermintaan

105 108 Faktor faktor yang mempengaruhi outlook harga minyak
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 mentah:
s Target APBN Target APBN.P  ——8==Realisasi +« < Outlook « Konsensugerkiraan harga minyak dunia sebagaiacuan
Sumber: Kementerian ESDM padakisaranUSh 55 ¢ 60 per barel.
Source 2017 * Pemulihan pertumbuhan ekonomi global akan
WTI Brent berdampak pada peningkatan permintaan energi
EIA* 52,5 53,5( 55,1¢ 56,18 : : - :
» Diperkirakamnakanterjadi peningkatanpasokan
Consensus Forecast 52,97 54,92 57,67 59,8C
IME* 54.47 56.31 54.51 55.9( a. Bebera?a negara ITI(orrOPEC demanfaattkin
World Bank* 55,2( 55,2( 59,9C 59,9( momentum - - pemangkasan — produkst—tntu
meningkatkajumlah pengeboran
Rerata 54,26 55,21 57,67 58,80

*= ratarrata WTI, Brent, & Dubai **lis STEO 1JanuarR017 *** = per 10anuarl2017 b . M en I n g katnya)e m anfaatarsu m be rene rg I alte n atlf-
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Pada tahun 2018, lifting minyak bumi diperkirakan berada pada kisaran 771 - 815 ribu bph
sementara lifting gas bumi pada kisaran 1,19 - 1,23 juta bsmph

Lifting minyak bumi

860
825 829

815 815
o4 B R —— y o s 00 ee 00
s A et
771
930 840 818 825 820
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Target APBN Target APBN-P =g Realisasi eeocee Outlook
Lifting gas bumi
1.263
1.215 1.224 1.235
1.195 1.180 .’
1150 . ofeees 1.194
o
=3 3 ~
- = =
— - o
=
—
—
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target APBN Target APBN-P =@ Realisasi eeses- Outlook

. : - KEMENTERIAN KEUANGAN RI Sumber: Kementerian ESDM dan SKK Migas

Targetlifting minyakdan gasbumi mempertimbangkarkapasitas
produksidantingkat penurunanalamiahlapanganlapangammigas
yangada penambahan proyek yang akan streamgserta rencana
kegiatan produksi yang dilaksanakan okKKSli tahun 2018

Upaya pencapaian targéfting minyakdangasbumi2018
« MendorongKKK&intuk melaksanakaprogramkerjautama,
sepertipengeborarsisipan kerjaulangdanperawatansumur

* Melakukanoptimalisasi produksi melalpemanfaatarteknologi
sepertiEnhance Oil Recovdrgik sekunder maupun tersier

« Memperbaik iklim investasmendorongpeningkatarkegiatan
eksplorasberkelanjutan menyederhanakaprosesperijinan

 Mempercepat realisasi proyek pengembangimgan
menyederhan&an proses pernan danpersetujuanrencana
pengembangaiiplan of development

« Memonitor pelaksanaan proyakt-streamagar dapat tepat
waktu. Beberapaproyeklapangarmmigasyangakanon-stream
antara lain: Lapangan Jangkiikadura BDserta Blok Wasambo
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ARAH KEBIJAKAN FISKAL

Mendorong Pertumbuhan Ekononttengentasan Kemiskinan
dan Pengurangan Kesenjangan

19
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Pemerintah Berupaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Mengurangi Kemiskinan,

Tingkat Pengangguran, dan Kesenjangan Tahun 2018

INDIKATOR

Pertumbuhan ekonomi, APBN(P) (%)
- Angka Realisasi

- APBN 2017

- Angka Perkiraan

Tingkat Pengangguran Terbuka, RKP (%)
- Angka Realisasi

- APBN 2017

- Angka Perkiraan

Angka Kemiskinan, RKP (%)

- Angka Realisasi

- APBN 2017

- Angka Perkiraan

Rasio Gini, RKP

- Angka Realisasi

- APBN 2017

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), RKP
- Angka Realisasi*

- APBN 2017*

2014

(BASELINE)

5,5
50

5,6-5,9
5,94

9,0-10,0
10,96

n.a.
0,41

73,8
68,90

PAONES)

5,7
4,9

5,5-5,7
6,18

9,0-10,0
11,13

0,41
0,41

74,8
69,55

2016

5,2
5,0

5,2-5,5
5,61

9,0-10,0
10,70

0,39
0,39

75,3
70,19

2017
5,1

5,1
5,2
5,3-5,6
5,60
5,50
9,5-10,5
10,50
10,40
0,38

0,39
75,7

70,10

2018

5,4-6,1
5,1-5,4

9,0-10,0

Keterangan: * IPM dihitung dan diperkirakan dengan metode baru

Sumber: Bappenas dan BPS



Pertumbuhan ekonomi berhasil mengurangi kemiskinan, namun masih terdapat kesenjangan

Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi, dan Rasio Gini, 2009-2016

14,15% 0.41 » Perekonomianindonesia tumbuh cukup

—

o

——__03% kuat dalam 10 tahun terakhir dengan
/ 10,70% reratapertumbuhan5,64%.
0,357

* Kemiskinan menurun namun

4,50% >02% penurunannya melambat.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pertumbuhanekonomimp M2 Y
Tingkat Kemiskinan Pert. Ekonomi —Rasio Gini U 2010-2012:Kemiskinan@ n116%
SumberBPS - . .
U 20132016: Kemiskinar@ 1059%
Pertumbuhan Konsumsi Riil per kapita 2009-2015
16.00 * Kesenjangan meningkat pada periode
g 14.00 2008-2012 setelah itu cenderung stagnan
s 12.00 -
2 10.00 di kisaran 0,4.
£ 800 y - 4 Rata-rata * Pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh
£ i'gz seluruh kelompok tetapi kelompok kaya
§ 2.00 ””””l Hm“ jauh lebih tinggi dibandingkardengan
< 0.00 kelompokmenengahdanmiskin

Rentan Menengah
70 juta 100 juta

Sumber: TNP2K
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Tantangan, Sasaran Pembangunan, dan Arah Kebijakan Tahun 2018

TANTANGAN

ISU DAN SASARAN

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI
2018

Ketidakpastian Ek. Global

Likuiditas Global

Harga Komoditas Internasional

Pengurangan kemiskinan dan
kesenjangan

Pengurangan pengangguran dan
peningkatan produktivitas

Peningkatan kapasitas fiskal

Stabilitas makroekonomi

22 @ KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Mendorong akselerasi dan kualitas

pertumbuhan ekonomi

» Produktivitasdandayasaingekonomi

* Mengurangketimpangankelompok
pendapatardanantardaerah) dan
perbaikanKesejahteraan

Perbaikan Produktivitas Ekonomi

« MendoronglnvestasjInfrastruktur, Supply
Energi, Konektivitamnasional”
Peningkatarkapasitakonomidandaya
saing

 PeningkatarSDMdandayasaing
ketenagakerjaanpenguasaaieknologi
inovasj SDM, Research and Development

Ketimpangan dan Perbaikan Kesejahteraan

* Pertumbuharninklusifdanberkeadilan

« JaminarSosial

Tema: Memacu Investasi dan
Infrastruktur untuk Pertumbuhan
dan Pemerataan

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi melalui
Perbaikan Produktivitas, Kapasitas dan Daya Saing
Perekonomian

Stabilitas dan Ketahanan Ekonomi

Perbaikan Kesejahteraan & Penanganan
masalah Ketimpangan

Ketahanan Fiskal

* Pertumbuhan ekonomi 5,4% - 6,1%
* Tingkat Pengangguran 5,1%-5,4%

* Angka kemiskinan 9,0-10,0 %

* Gini Ratio 0,38

* IPM 71,38
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2018

Pertumbuhan Ekonomi :5,4-6,1%

Kesempatan Kerja 4 Kemiskinan ¥ Kesenjangan v
——————— L——————I———————L——————— ———————i————1
- : - - I
| X st Produksi ! ST !
| I :
i KonsumsRT :5,1-5,4% | ! Pertanian : 3,6-4,0% I | Sumatera  :5,35% :
| KonsPemerintah :38-4,3% : | Pertambangan :1,4-1,7% I Jawa :5,63% I
| Investasi 16,3-8,0% ;| Industr . 4,9-5,7% 'l Bali dan NT :6,22% I
| Ekspor :5,1¢6,1% I | Konstruksi . 6.7-7 6% : I Kalimantan :3,59% I
I Impor :4,5-5,5% I C I . .2 a0
————————————— I Perdagangan :55-6,2% 1 Sulawesi  7,83% I
1- ' [ Maluku  :6,10% I
| Trans & Gudang : 8,3-9,2% I 5 6.81% i
: N apua :6,81%
Investasi berasal dari: I Informasi & Kom +10,5¢ 11,9% o o - -
Pemerintah :8,1¢9,0% I | + RKP 2018
Perbankan :9,6¢10,7 % Jasa Keuangan :101-11,0% I
Pasar Modal :17,0¢17,1 % T T T T
BUMN Capex :10,4¢ 10,8 %
PMAPMDN :15,8¢ 15,9 %
Internal Fund
Korporasdll :36,6¢ 39,1 %
I RAPBN-2018 0 2.204T - 2.349T
» DEFISIT :1,9% - 2,3% <

@) KeMENTERIAN KEUANGAN Ri PRIMARY BALANCE : -50T s.d -99T
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Kebijakan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan
Meningkatkan layanan dasar, infrastruktur, kualit@&n menurunkan kesenjangan

Akselerasi _
Peningkatarakses Pengurangan Pengurangatkesenjangan
layanandasar e e G penguasaamsetkeuangan

Pendidikan dan Kesehatan

* Pemberdayaanntuk
peningkatarakses

TKesenfmganT
pembiayaan KUR, LPDB

Peningkatarkualitas KUMKMdll)
» Penguatarfungsipajakuntuk

redistribusipendapatan

* Peningkatardanpemerataan
supply sideantardaerah

» Sinergbansosdansubsidi

» Keberlanjutarprogram JKN

* PeningkatarefektivitasPIP,

pekerjaan

BidikMis, F_)KH (reviewlan Mendorongpendidikanvokasiona)
reformulasibantuar) pelatihan dankewirausahaan |
(Review BOSink&match dan Mengendalikarhargapokok

penyediaarsapraspelatihan . .
- Peningkatardanpemerataan EREIMPIEL Menjagakeseimbangan
permintaandanpenawaranserta
perbaikantata niaga (subsidi

supply sidenfrastruktur (DAU,

DAKdanDanaDes3g SN
« Subsidbunga subsidiuang tepat _sasarar& efisiensisistem
muka, FLPP logistik

@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI



POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL

Arah dan Strategi, Kebijakan Makro Fiskal
OptimalisasPendapatanPeningkatarKualitasBelanja
KeberlanjutarPembiayaamanRefocusingAnggararPrioritas

25
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Menjaga Keberlanjutan Fiskal
Defisitdanrasioutang dijagadalambatasaman, defisitkeseimbangamrimerdiupayakanmenurun

Defisit Rasio Utang
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 27.4 27,9 28,2 27.0-29 27.0-28.5 26.7-28
1533 -211,7 -226,7 -2985 -3083 -330,2 | i I HH : 24.9 a7 E-zs
] 11 1 : [ | 1 ’ 4 r---l
1 11 1 11 1 23,0 '---I
1 11 1 I 1 I
1 11 [ I 1 1
1 11 1 L 1
1 11 1 (| 1 1
A I
H 11 1| 1 H |
1 11 1y I 1 1
1 11 1 I 1
1 11 [ 1 1 1
A N ST ¥ L | I
17 4 JI_—--T(_JFTS-)-_—( 2,5;1:1'6)'('1':) :
~E09)-(-2,5)! 1 il 1 |
2,33 223 = (8- C2 i i 1
, > a9 -2,41 | 11 1 : : L
-2,59 . L--_-: e =———— I
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Defisit (Rp Triliun) — % thd PDB
? mmm Utang (Rp Triliun) ——% thd PDB
AEEEITIERU D AT 1. Defisitdanrasioutangdikendalikandalam batas aman.
o Defisit keseimbangan primer mulai 2018 dibawah Rp100
i P i - -
i i L::.‘i"t---J -0,1)-0,1 triliun.
1 ’ ( 0'3) - ('0'1) e . . .
i 4 002 2. Arah kebijakan untuk menjaga keberlanjutan fiskal:

bl . . .
0,6 - (-0,9) » Defisitdanrasioutangdiupayakan menurun serta

keseimbangan primer menuju positif;
» Untukmendorongkeseimbangan primer menuju
positif melaluipeningkatartax ratio dan efisiensi

Keseimbangan Primer (Rp Triliun) em=% thd PDB

belanja non prioritas.

Iy %IENTERIAN KEUANGAN RI




ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL 2018

TEMA RKP 2018
Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan

TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2018
Memantapkan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan

m Efisien Berdaya tahan Risiko terkendali

Optimalisasi
1. Tax Ratio;
2.Pengelolaan SDA dan

Penguatan kualitas belanja

Keberlanjutan dan Efisiensi
1. Peningkatan kualitas belanja modal;

Pembiayaan

1. Defisit dan rasio utang terkendali
dan diupayakan menurun dalam

2. Efisiensi belanja non prioritas (belanja I
i jangka menengah; '

TR o ' barang dan subsidi tepat sasaran);
3.Sinergi antara program yang relevan :
(program perlindungan sosial); i | 2.Keseimbangan primer menuju

4.Menjaga dan Refocusing anggaran prioritas

positif;
(Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan); 3.Mengembangkan creative
financing.

5.Penguatan kualitas desentralisasi fiskal

@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI
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POSTUR MAKRO FISKAL 2018 (% PDB)
Optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan penurunan defisit primary balance

: ‘ Belanja K/L
Perpajakan Belanja (5,2 -6,2)
Pendapatan Negara Belanja Negara Pusat
(11,0-12,0) (12,9-14,1) (15,1 - 16,0) (9,1-10,2) Belanja Non
‘ ‘ K/L
J[ (3'9'4'3)
(1,8 -2,0) (-0,6 s.d -0,4) Desa
Hibah "—»—J (5’6-5’8)
(0,05 -0,07) (1,9 Sd 2,3)
Penerimaan Pembiayaan > Pengeluaran Pembiayaan
(3,2-3,5) (0,9 -1,2)
SBN Loan Amortisasi Investasi Lainnya
(3-2,7) (0,3 -0,5) (0,5-0,7) (0,2-0,4) (0,2)

Debt Ratio (27-29)

@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI



Arah dan Strategi Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2018
Optimalisasimenjagaiklim investasidan redistribusi

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017

APBN
Penerimaan Perpajakan 980,5 1.077,3 1.146,9 1.240,4 1.285,0 1.498,9
a. Pajak Dalam Negeri 930,9 1.029,9 1.103,2 1.205,5 1.249,5 1.464,8
1) Pajak penghasilan 465,1 506,4 546,2 602,3 666,2 787,7
a)Migas 83,5 88,7 87,4 49,7 36,1 35,9
b) Nonmigas 381,6 417,7 458,7 552,6 630,1 751,8
2) Pajak pertambahan nilai 337,6 384,7 409,2 423,7 412,2 493,9
3) Pajak Bumi dan Bangunan 29,0 25,3 23,5 29,3 194 17,3
4) Cukai 95,0 108,5 118,1 144.,6 143,5 157,2
5) Pajak lainnya 4,2 4.9 6,3 5,6 8,1 8,7
b. Pajak Perdagangan Internasional 49,7 47,5 43,6 34,9 35,5 34,1
1) Bea masuk 28,4 31,6 32,3 31,2 32,5 33,7
2) Bea keluar 21,2 15,8 11,3 3,7 3,0 0,3

Kebijakan

Mereview exemption PPN dan merancang insentif fiskal
lainnya

PenyesuaiaihresholdPKP/UMKMliturunkan
Perluasarobjek barangkenacukai

Melanjutkan rencana kebijakan tarif cukai hasil tembakau
jangkamenengah /

Optimalisasi penggalian
potensi dan pemungutan
perpajakan

Optimalisasi perjanjian
perpajakan internasional dan
mengefektifkan pelaksanaan

AEol

Pengendalian konsumsi dan
eksternalitas negatif

@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Arah Kebijakan

Perpajakan

Meningkatkan kepatuhan
dan membangun ketaatan

membayar pajak

Insentif perpajakan yang
selektif dan efektif untuk
mendukung daya saing

nasional

Redistribusi pendapatan

untuk menciptakan

e

quality

Strategi

1. Menuntaskan RUU Perpajakan (KUP,PPh PPN,dan Bea
Materai).

2. Mempercepatreformasiadministrasperpajakan

* investasi perbaikanlT DJPuntuk memperkuatdatabase
sebagatindaklanjut programTA

* memberikan akses perbankan regular kepada DJP,
memperkuataksesdata pertanahandankartu kredit.

* Melanjutkane-filling, e-invoice dane-faktur.

» JointprogramDJRdJanDJBC
3. Penertibarnpenggunaanasakepabeanardancukai
4. Penyempurnaatl pemantauarpita cukai

5. OtomatisaspelayananTPB.
6. PeneraparLayanarOnlinePre Classification.
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Kebijakan PNBP 2018

Optimalisaspendapatan denganmemperhatikarkelestarianlingkungandan kualitaspelayananpublik

4.

5.

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016 2

APBN
Penerimaan SDA 225,8 226,4 240,8 101,0 64,9 87,0
Bagian Laba BUMN 30,8 34,0 40,3 37,6 37,1 41,0
PNBP Lainnya 73,5 69,7 87,7 81,7 118,0 84,4
Pendapatan BLU 21,7 24,6 29,7 35,3 41,9 37,6
Total PNBP 351,8 354,8 398,6 255,6 262,0 250,0

Kebijakan

MenggtimalkanPNBP migas, minerba, dan panas bumi melalui penerapdn Pemuliharhargakomoditasminyakmentah

sistem baru (antara laigross spliuntuk PNBHAnigag, perbaikan tata
kelola dan pelestarian lingkungan.

Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sunalagia alam, dengan
melibatkan BPKP.

MeningkatkarkinerjaBUMNdan pelayanan BLU kepada masyarasaitta
optimalisaspemanfaatarase!BMN.

Mereviewbeberapajenisdantarif PNBP K/gunamendukungkebijakan
Pemerintahdalamkemudaharberusahadaninvestasi

Memperluasinter koneksiatauintegrasisistempembayararPNBP di K/L
denganSisteminformasiPNBFOnLine(Simpon).

@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI

yangmasihlambatdipengaruhioleh faktor geo
politik dan permintaanglobal yangnasih
sangatmoderat

2. Kemampuan pencapaian target produksi minyak
mentah dan gas alam, serta barang tambang
lainnya yang masih terbatas karena kendala
investasi.

3. Optimalisasi PNBP K/empantetap
mengupayakan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat.
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ARAH KEBIJAKAN BELANJA NEGARA 2018

Mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan

@ Peningkatan belanja modal dan efisiensi belanja barang untuk mendukung belanja produktif dalam rangka
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhanekonomiyangberkelanjutandanberkeadilan

Akselerasi pengurangan kesenjangan dan kemiskinan antaralain melaluiefektivitas program perlindungan sosial,
subsidi tepat sasaran, dan affirmative policy (a.l. pengarusutamaagender) serta peningkatan kualitas
desentralisasi fiskal melaluipeningkatanakurasidata, perbaikanalokasidan mekanismepenyaluran reviewbesaran

bantuan(PIPPKH)dansinergiantaraprogram yangelevan(PKHlan Rastrg termasukperluasansasararPKH
menjadilO0 juta keluargapenerimamanfaat

@ Peningkatan kualitas SDM melaluiperbaikan kualitas dan akses pendidikan (kompetensi dan distribusi guru,
sarpras, penguatan vokasional, review perhitungan BOS, sinergi PKH, PIP dan Bidik Misi) dan peningkatan akses
serta mutu layanan kesehatan (meningkatkan supply side, efektifitas dan keberlanjutan JKN);

Menjagakesejahteraaraparaturpemerintahdalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi serta peningkatan
kualitas pelayanan publik;

Pengembangan sektor unggulan (ketahananpangan ketahananenergi kemaritiman pengembangarsektor
pariwisatadanindustri melaluiantaralain pembangunarbendunganirigasi ketenagalistrikanjalan bandara
pelabuhan pengembangatkawasanndustri,

(6) Menjagastabilitasekonomi pertahanankeamanandan politik;

@ Mendukung pengalokasian dana untuk mengantisipasi ketidakpastian danpenanganarbencanaalamserta

pelestarianlingkungan 31



ARAH KEBIJAKAN UMUM BELANJA K/L 2018

Meningkatkan Efisiensi, Produktifitas, Sinergi dan ~ Refocusing

. Melanjutkan efisiensi belanja barang paling tinggi atau sama dengan 20b®&minal tidak perlu disesuaikan dengan inflgsi
A Cap policy belanjabarangoperasional

A Penghematan belanja barang non operasional (belanjaperjalanandinas paketmeeting,honor, & nonoperasionalainnya
A Penajaman belanja barang yangdiserahkarke masyarakattau Pemda

. Peningkatan kualitas belanja modal A Meningkatkamalokasibelanjamodal,danmemprioritaskarbelanjamodaluntuk menstimulasi
perekonomian(diarahkanuntuk belanjamodalproduktif sepertijalan jembatan irigasi dil) dan efisiensi belanja modal untuk
pembangunan gedung baru, peralatan dan mesin, serta pengadaan kendaraan bermotor.

. Sinergi Program Perlindungan Sosial dan penajaman Bansos A perluasansasararPKHmenjadil0 juta keluargapenerimamanfaat
sinergiPKHdenganPIPBidikMisi, PKHsinergidenganJKN ntuk meningkatkarakses mutu layananbidangpendidikarikesehatan
sekaligusebagaperlindungarbagimasyarakammiskin)

. Refocusing anggaran prioritas, pada K/L terkait pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur antaralain:

A BidangPendidikan diarahkanuntuk peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan (Gurudan Sarpra}, sertapenguatanpendidikan
vokasional;

A BidangKesehatan diarahkanuntuk meningkatkan supply side, akses dan mutu layanankesehatan
A Bidanginfrastruktur diarahkanuntuk meningkatkan konektifitas dan kapasitas produksi

. Kebijakan belanja pegawai tetap memperhitungkan pemberian gaji ke-13 (baseline) dan menjaga kesejahteraan PNS dalamrangka
efisiensibirokrasidan peningkatarpelayanampublik
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Kebijakan Subsidi Lebih Tepat Sasaran Dan Efisien
Penyempurnaardata dan mekanismeuntuk mengurangi kemiskinashan ketimpangan

Anggaran SubsidiTriliunRp

Uraian

Subsidi

Energi
BBM
Listrik
Non Energi
Pangan
Pupuk
Benih
PSO
Kredit Program

Subsidi Pajak

2012 2013 2014 2015

346.4

306.5
211.9
94.6
39.9
19.1
14.0
0.1
1.9
1.1
3.8

355.0

310.0
210.0
100.0
45.1
20.3
17.6
0.4
1.5
11
4.1

392.0

341.8
240.0
101.8
50.2
18.2
21.0
0.3
2.1
2.8
5.8

186.0

119.1
60.8
58.3
66.9
21.8
31.3

0.1
3.3
1.9
8.5

2016

2017

Kondisi saat ini:

SEV\EEIACEN A Penerima subsidi belum sepenuhnya targeted, potensi terjadi

174.2

106.8
43.7
63.1
67.4
22.1
26.9

0.4
3.7
5.1
9.3

160.1

77.3
32.3
45.0
82.7
19.8
31.2

1.3

4.3
15.8
10.3

Kebijakan Subsidi Non Energi 2018, antara lain:

A MenyempurnakarprosesperbaikandatayangdiselaraskamienganNIKdan mekanismepenyalurarnsubsidi pupuk melaluiKartuTani

A Menghapus subsidi benih danmenggabungkannydenganprogramsejenispadaanggarark/ L Kementan

A Melanjutkan kebijakanpenyaluranRastra dalam bentuk bantuan pangan (non tunai) secarabertahap dan memperluas sasaran target
penerima darirumahtanggamenjadikeluargapenerimamanfaat

A Sinergi antara subsidi, bansos, anggaran K/L dan dana transfer ke daerah agarefektif danterintegrasi

A Memperbaikipelayanarumum (transportasi) melaluisubsidiangkutanKA& kapallaut ekonomi

A MenyempurnakarmekanismepenyaluranKURdenganprioritas sektor produktif, danuntuk mendukungoengembangafBT

A Meningkatkandaya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani melaluipenyempurnaarbantuansubsidikredit program,

sertapemenuharkebutuhanmasyarakaterhadapaksesair minum

@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI

penyimpangan
A Database penerima subsidi belum terintegrasi, potensi terjadi
inclussion/exclussioarror.

Kebijakan Subsidi Energi 2018:

A Subsidietap (solai) dansubsidiselisinharga(minyaktanah).

A Melanjutkan distribusi tertutup LPG tabung 3 kg secarabertahap
untuk RT miskin dan rentan serta penyesuaianharga menuju
keekonomian

A Subsidilistrik hanya untuk pelanggan R1-450 yang miskin dan
rentan, sementara tarif untuk golongan mampu menuju tarif
keekonomiansecarabertahap
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Penguatan Desentralisasi Fiskal
Peningkatan alokasi TKDD perlu diikuti dengan perbaikan distribusi dan kpalteshfaatan di daerah

764,93
710,26

623,14 —
573,70

480,65 ——

2012 2013 2014 2015 2016 2017
APBN
= DBH ¥ Dana Alokasi Umum
DAK Fisik DAK Non Fisik
™ Dana Insentif Daerah H Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
Dana Desa
Tantangan TKDD

1.

AlokasiTKDDmeningkathnamunmasihterdapatketimpangan
pelayanarpublik, tingkatkesejahteraandantumpangtindih
denganalokasibelanjaK/L.

. SILPAAPBDrelatif besaysebagiarberasal dari dana transfer

bersifatearmark

. PenajamardistribusiDanaDesauntuk peningkatan

infrastruktur desadanpemberdayaan

Arah kebijakan TKDD tahun 2018

1. Meningkatkaralokasi TKDBecargproporsionaldan sinkronisasi
perencanaafpenganggaranlenganalokasibelanjak/L

2. Memperkuat implementasi kebijakedana Transfeldmum(DTU):

a. Optimalisasalokasj penyaluran danpenggunaarbBH serta
penyelesaiarkurand lebih bayarDBH,;

b. Menyempurnakan formulasi perhitungan PDN Neto agar lebih
mencerminkan kapasitas PDN yang sebenaumgak menetapkan
alokasiDAU

c. Pengaturan penggunaan 25 persen DTU untuk belanja infrastruktur

3. Memperkuat implementasi kebijakddana TransfelKhusugDTK):
a. Penyempurnaan darefocussingidang/subbidang DAK Fisik;
b. Peningkatan kurasi data dasar dan biaya satuan pengalokasian DAK
NonHsik;
c. PenguatarpenyaluranDTKberdasarkarkinerjapenyerapardan
pencapaiaroutput.

4. Melakukan penguatan DID sebagai instrumen insentif dalam TiDdui
peningkatan alokasi dan penajaman kriteria pengalokasian DID.

5. MeningkatkarefektivitaspemanfaatanDanaOtonomiKhusugOtsug dan
Keistimewaan D.| Yogyakarta.

6. Meningkatkanalokasidan reformulasidistribusiDanaDesadenganprinsip
pemerataandanberkeadilan

7. PenguatarDana Desa sebagai instrumen peningkatan dan pemerataan

kesejahteraan, serta pengentasan kemiskinan. "



KEBIJAKAN EKSPANSIF YANG TERARAH DAN TERUKUR

Mendukung pembangunan dan menjaga keberlanjutan fiskal dengan defisit 1,9 - 2,3% PDB
ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INVESTASI:
3 - - 200 * Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur al. melalui pembiayaan

323,1 : : .
* Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi jangka pendek dan

5 248.9 300 menengatuntuk pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan
237,4 kesiapan rencana proyek, ketersediaan lahan, rencana pemanfaatan dana
" 200 investasi, kkemampuan penyelesaian proyek infrastruktur, serta kemampuan

me-leverage;
* Mendukung pembangunaimfrastruktur, melalui pembiayaan investasi dan
100  kewajiban penjaminan;
* Mengoptimalkarpembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk akses
pembiayaan bagi KUMKM,
* Meningkatkanakses dan kualitas pendidikan masyarakat kurang mampu
dengan program afirmasi dan penguatan peran LPDP sebagai SWF;
-100 « Mendukung program peningkatan penyediaan kebutuhan rumah terutama

(1) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Yebsity tepat sasaran
200 dengan harga terjangkau;
ARAH KEBIJAKAN UTANG:
(2) - (1,86) A Kehati-hatian A menjagarasio utang dalam batas yang aman (27,0-29,0%

(233 (225 — - POB L .
) (2,49) (2,41) . A Ef:s:_ensn Biaya _Utang A untuk efisiensi biaya utang dan menjaga
3) - (2,59) =52 400 kesinambungariskalke depan
A Produktifitas A untuk belanja produktif dalam mendukung pencapaian
2012 2013 2014 2015 2016 APBN  PPKF target pembangunan al. pemberian PMN kepada BUMN dalam
2017 2018 mengkseleraspembangunannfrastruktur
mmm Pembiayaan s Defisit (Rp Triliun) 9% defisit thd PDB A Keseimbangan A untuk menjagakomposisiutang DN dan LN dalam batas
amandanterkendali
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FOKUS

PENGUATAN ANGGARAN PRIORITAS

Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan
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ANGGARAN PENDIDIKAN

Menjagaanggaranpendidikan20%,meningkatkarnakses kualitas dan pemerataanpendidikan

ISU STRATEGIS

1. Menjagaanggaramendidikan20%BelanjaNegara
dandiarahkanuntuk meningkatkarakses,

1. Efektivitas pemanfaataanggaran pendidikan

20%. distribusi, dan kualitas pendidikan.

2. Peningkataraksesuntuk pendidikan menengap 2. Meningkatkarkualitas sarana dan prasarana
dan tinggi dan penurunan tingkat buta huruf fi sekolah.
Wilayah Indonesia Timur 3. Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemda

3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan perbaikanaksesdankualitas

4. Pengelolaarerhadap jumlah guru melalui
pemantauan dan audit datsertapeningkatan
kompetensi guru.

5. Memperkuat pendidikan kejuruan (vokasional)
dansinkronisaskurikulumSMK ljnk and match

yang belum optimal.

4. Kualitas pendidikan masih perlu terus
ditingkatkan secara lebih merata.

5. Penguatarpendidikan kejuruan dan vokasi

serta link and match. sertapenguatan peran LPDP sebagai SWF.

6. Konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah 6. Sinergi program peningkataraksegBOS, PKH, PIP,
Pusat (KemendikbudlanKemenagdengan BidikMisi dan DPPN)ntuk sustdnable education
Pemerintah Daerah. 7. Meningkatkarnaksegpendidikanmelalui review

besaran bantuan PIP denganmempertimbangkan
indekskemahalan

8. Mengaitkankinerja pendidikan daerah dengan
kriteria dalam pengalokasian DAU/DAK, serta
memperbaiki earmarking TKDD untuk pendidikan

@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI



ANGGARAN KESEHATAN

Menjagaanggarankesehatarb%,memperbaikiaksesdankualitaslayanankesehatan

ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN 2018

1. Keterbatasan dan tidak meratanya distribusi 1. Menjagaanggararkesehatarb%untuk meningkatkan
faskes dan tenaga medis di remote area supply side dan layanan, serta menjaga keberlanjutan
2. Penggunaan anggaran kesehatan untuk JKN
program preventif perlu ditingkatkan 2. Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan
3. Tingkatkematianibu melahirkanmasihrelatif tenaga kesehatan
tinggi 3. Penguatan programromotif dan preventif yang
4. Meningkatnyapenyakit tidak menular diarahkanuntuk penyakittidak menulardanprogram

] untukibu hamil& menyusui
5. Belumoptimalnya peran Pemda dalam

mendorong peningkatan kuantitas dan mutu 4. Penguatan program JKN

« Mendorongefektivitas (aksesmutu, dan

layanankesehatan . :
_ . ] perlindungarkeuangan dankeberlanjutan program
6. Peningkatarefektifitas dan keberlanjutan JKN
program JKN untuk mencapaicakupan « Mereview jumlah PBlanpenyesuaian iuran
kesehatarsemesta(UHC) dtahun 2019 « Mendorongperan pemda untuk peningkatan faskes
dan pendanaan kesehatan masyarakat miskin di
wilayahnya

5. Optimalisasanggararkesehatan
» Optimalisasi penggunaan DBH Gl PajakRokok
« Harmonisasi perencanaan dan pengalokasian
anggaran kesehataRusatdanDaerah

@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI



ANGGARAN INFRASTRUKTUR 2018

Pertumbuharekonomi5,4-6,1%memerlukananggaraninfrastruktursebesag,7-3,1% PDB

_________________________ Isu Strategis
Kondisi infrastruktur ePemellharaandan """
keberlanjutan pasca
pembangunan i

Gap antara perencanaan &
pelaksanaan, masih
menghadapi

Infrastruktur di
hambatan teknis dalam !

daerah
i (membutuhkan

pelaksanaan (pembebasan
lahan geografis& keterbatas
pihaklll didaerah

koordinasilintas
sektoral & daerah)

besar sementararuangfiskal |
terbatas(financing gap) i

Arah Kebijakan 2018

1. Untukmendorong pembangunan infrastruktur, perlu konsistensi kebijakan dan komitmen seluruh instansi terkait untuk
meningkatkaranggararinfrastruktur tahun 2018 berkisar 2,7% sd 3,1% PDB danperbaikaneksekusi

2. Untukmenutupfinancing gappendanaarnnfrastruktur perlu memberdayakan peran swasta, BUMN,BUMD, Pemda melalui
pengembangan pembiayaan kreatif atau skema KPBU atau non KPBU.

3. Perlu koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda agarpelaksanaanyhlerjalanlancardansesuakebutuhandaerah
namunselarasdengantarget nasional

4. Untukmengatashambatanterknisperlu perbaikan perencanaan, pola koordinasi yang efektif dan penguatan regulasi.

5. Meningkatkarkomitmenuntuk pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur khususpadakK/L terkait infrastruktur.
@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI
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